
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR    : PER-57/PJ/2010
TENTANG : TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN
USAHA DI BIDANG LAIN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK .................

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -                   

TENTANG

PENUNJUKAN BADAN USAHA SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010
tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang
dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, pemungut pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang
usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala kantor
Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;

b.   bahwa Wajib Pajak Badan Dalam Negeri:
      Nama  : ..............
 NPWP  : ..............
 memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Mengingat :

1.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang lmpor atau Kegiatan
Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 427);

3.  Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-  /PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di
Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Menunjuk :

 Nama      : .............................
 NPWP      : .............................
 Alamat    : .............................
 sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008, atas penjualan semen/kertas/baja/otomotif *) di dalam negeri:

2. Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



    Ditetapkan di .............
    pada tanggal .............
    a.n, DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

    ..........................................

    NIP

Tembusan:
Kepala Kanwil DJP ........



LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR    : PER-57/PJ/2010
TENTANG : TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN
USAHA DI BIDANG LAIN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ........................

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -                  

TENTANG

PENUNJUKAN INDUSTRI DAN EKSPORTIR SEBAGAI PEMUNGUT
PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN

UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI ATAU EKSPOR DARI PEDAGANG PENGUMPUL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010
tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang
dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, pemungut pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah industri dan eksportir yang bergerak dalam
sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala kantor Pelayanan
Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang
pengumpul;

b. bahwa Wajib Pajak Badan Dalam Negeri:
 Nama  : ..............
 NPWP  : ..............
 memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan
Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 427);

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-  /PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di
Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Menunjuk  :
 Nama      : .............................
 NPWP      : .............................
 Alamat    : .............................
 sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor dari pedagang
pengumpul;

2. Penunjukan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



    Ditetapkan di .............
    pada tanggal
    a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

    ..........................................

    NIP

Tembusan:
Kepala Kanwil DJP ........



LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR    : PER-57/PJ/2010
TENTANG : TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN
USAHA DI BIDANG LAIN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ........................

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -            

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR.............
TENTANG PENUNJUKAN BADAN USAHA

SEBAGAI PEMUNGUT PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

DIREKTUR JENDERAL PAJAK

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf e Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010
tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang
dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, pemungut pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah badan usaha yang bergerak dalam bidang
usaha industri semen, industri kertas, industri baja, dan industri otomotif, yang ditunjuk oleh Kepala kantor
Pelayanan Pajak, atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri;

b. bahwa Wajib Pajak Badan Dalam Negeri:
 Nama  : ..............
 NPWP  : ..............
 tidak memenuhi syarat lagi untuk ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan
Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 427);

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-  /PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di
Bidang lmpor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor.................. tentang Penunjukan Badan Usaha sebagai
Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22.

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

    Ditetapkan di .............
    pada tanggal
    a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
    KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

    ..........................................
    NIP
Tembusan:
Kepala Kanwil DJP ........



LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR    : PER-57/PJ/2010
TENTANG : TATA CARA DAN PROSEDUR PEMUNGUTAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 22 SEHUBUNGAN DENGAN
PEMBAYARAN ATAS PENYERAHAN BARANG DAN
KEGIATAN DI BIDANG IMPOR ATAU KEGIATAN
USAHA DI BIDANG LAIN

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR PELAYANAN PAJAK ........................

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR KEP -           

TENTANG

PENCABUTAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR .......
TENTANG PENUNJUKAN INDUSTRI DAN EKSPORTIR SEBAGAI PEMUNGUT

PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS PEMBELIAN BAHAN-BAHAN UNTUK KEPERLUAN INDUSTRI
ATAU EKSPOR DARI PEDAGANG PENGUMPUL

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010
tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang
dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, pemungut pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, adalah industri dan eksportir yang bergerak dalam
sektor kehutanan, perkebunan, pertanian, dan perikanan, yang ditunjuk oleh Kepala kantor Pelayanan
Pajak, atas pembelian bahan-bahan untuk keperluan industri atau ekspor mereka dari pedagang
pengumpul;

b. bahwa Wajib Pajak Badan Dalam Negeri:
 Nama  : ..............
 NPWP  : ..............
 tidak memenuhi syarat lagi untuk ditunjuk sebagai pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 ayat (1) huruf b

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22
Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan
Usaha di Bidang Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 427);

3. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-  /PJ/2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan
Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di
Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

1. Mencabut Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor..................... tentang Penunjukan Industri dan
Eksportir sebagai Pemungut Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pembelian Bahan-Bahan untuk Keperluan
Industri atau Ekspor dari Pedagang Pengumpul;

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di .............
pada tanggal
a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR PELAYANAN PAJAK

    ..........................................
    NIP

Tembusan:
Kepala Kanwil DJP ........


